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Abstract. Talil al-Ahkam and Renewal of Ushiil al-Figh. Renewal of Islamic law was necessary to renewal figh and
ushiil al-figh which become the method of determination of Islamic law. Among the classical figh issues that can
currently be used as the entrance to reform is to perform the renewal ta/il al-abkim process, namely by making the
wisdom and interests as a determinant of the presence and absence of law in a matter.
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Abstrak. Talil al-AhkAm dan Pembaruan Ushul Fikih. Pembaruan atas hukum Islam meniscayakan adanya
pembaruan fikih dan ushul fikih yang menjadi metode penetapan hukum Islam. Diantara persoalan ushul fikih yang
saat ini dapat dijadikan pintu masuk untuk melakukan pembaruan adalah dengan melakukan pembaruan dalam proses
talil al-abkim, yaitu dengan menjadikan hikmah dan maslahat sebagai penentu ada dan tidak adanya hukum dalam

sebuah masalah.
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Pendahuluan

Hukum Islam merupakan bagian yang sangat penting
dalam kehidupan seorang Muslim dan ajaran Islam.
Kajian tentang hukum Islam menjadi sebuah kajian yang
tidak akan lepas dari kajian tentang Islam itu sendiri.
Joseph Schacht, misalnya, mengatakan bahwa hukum
Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling
tipikal dari cara hidup seorang Muslim dan merupakan
inti dan saripati Islam itu sendiri.' Oleh karena itu kajian
tentang hukum Islam menjadi kajian yang sudah ada
sejak periode awal Islam dan tetap berlangsung hingga
saat ini.

Keberlangsungan hukum Islam (baca: fikih Islam)
paling tidak tergantung kepada dua faktor utama.
Pertama, bagaimana melakukan pembaruan terhadap
fikih Islam schingga sesuai dengan problematika sosial
yang berkembang pada saat ini, dapat menemukan
jalan keluar dan solusi yang tepat atas problem-problem
tersebut serta tetap dalam koridor kesesuaian dengan
murid al-syiri’. Kedua, pembaruan dan pengembangan
metodologi hukum Islam yang tidak lain adalah
pembaruan dan pengembangan ushul fikih.

Naskah diterima: 15 September 2014, direvisi: 10 November
2015, disetujui untuk terbit: 17 Desember 2014.

! Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (London: Oxford
University Press, 1964), h.1.

Selintas Sejarah Ushul Fikih
Ketika berbicara tentang sejarah ushul fikih

sebagai sebuah keilmuan yang mandiri, hampir
disepakati bahwa al-Syafi’i adalah pelopor pertama
dalam hal ini melalui karyanya, al-Risdlah. Melalui
karya ini, al-Sy4fi'i meletakkan dasar-dasar meto-
dologis penetapan hukum Islam dengan lebih
sistematis. Sebagai sebuah produk pemikiran, ilmu
ushul fikih mengalami pergerakan dinamis sejak awal
perkembangannya.

Perkembangan tersebut paling tidak menunjukkan
adanya dua kutub besar dalam teori ushul fikih,
yaitu teori yang menjadikan qiyas dan proses ralil
al-ahkim sebagai poros dan dasarnya, dan teori yang
menjadikan magqdshid al-syari’ah sebagai pondasinya.
Keduanya memang tidak harus dipahami sebagai dua
teori yang saling bertentangan karena pada dasarnya
syar’iyyah
sebagai titik tolak, hanya saja teori qiyas dianggap

keduanya tetap menjadikan nushish
“terbelenggu” pada bagaimana mencari kesamaan
illat dalam peristiwa yang ada nushish syariyyah
dengan peristiwa baru yang belum ada hukumnya
dalam nushiish syariyyah, sedangkan teori magqdshid
al-syari’ah berjalan lebih jauh dari itu, yakni menggali
tujuan utama disyariatkannya hukum yang ada dalam

nushiish syar’iyyah.
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Qiyas dan Ta’lil al-Ahkam

Kajian tentang qiyas, dalam ilmu ushul fikih, menjadi
sangat penting karena qiyas berhubungan erat dengan
ijtihad, bahkan ada sebuah ungkapan yang dinisbatkan
kepada al-Syaft't bahwa ijtihad adalah qiyas. Ungkapan
ini dibantah oleh al-Méwardi. Ia mengatakan bahwa yang
dimaksud ungkapan itu adalah bahwa makna ijtihad
adalah makna qiyas karena keduanya sama-sama dipakai
untuk menemukan hukum yang tidak ada nashnya (ghair
manshish alayh). Ada perbedaan antara ijtihad dan qgiyas.
Jika ijtihad adalah kesungguhan untuk mendapatkan
kebenaran berdasarkan premis-premis yang ada, sedangkan
giyas adalah mengumpulkan antara ash/ dengan far’karena
kesamaan 7//at. Untuk melakukan giyas selalu dibutuhkan
ijtihad, sedangkan ijtihad tidak selalu memerlukan qiyas.”
Oleh karena itulah, al-Méawardi mengatakan bahwa se-
belum membahas qiyas, dua persoalan yang perlu dibahas
terlebih dahulu adalah ijtihad dan #stinbaith.?

Terlepas dari itu, pembahasan tentang qiyas pada
dasarnya berkisar pada pembahasan %/ar sebagai int
pembahasan dari qiyas. Dikatakan sebagai inti pembahasan
giyas karena dengan %7/at-lah sebuah nas akan dapat
diperluas “wilayah keberlakuannya” dengan menjadikan
hukumnya berlaku pada peristiwa lain yang sama schingga
dapat menampung sebanyak mungkin peristiwa. Oleh
karena itu, proses menemukan %//ar dari teks-teks hukum
(talil al-abkdm) menjadi proses yang sangat penting karena
proses inilah yang akan menjaga keberlangsungan dan
kelanggengan teks-teks hukum Islam. Keterbatasan sumber
hukum Islam dari sisi kuantitasnya, diharapkan dapat
mengatasi problem sosial yang selalu berubah dan tidak
terbatas karena ada proses yang dapat menjadikannya dapat
mengantisipasi persoalan-persoalan baru yang muncul.
Hanya saja, proses qiyas dengan talil al-abkdm memang
sangat terbatas karena harus mencari dua persoalan yang
sama atau mirip, salah satunya merupakan persoalan yang
sudah ada hukumnya dalam nas syariat dan persoalan
lain adalah persoalan baru yang hendak diberikan status
hukum, kemudian menemukan %//at yang sama antara
keduanya agar dapat disamakan status hukumnya. Qiyas
dengan model ini akan sulit memecahkan persoalan baru
yang tidak dapat dicarikan kesamaannya dengan persoalan
lama yang manshiish dan mencari kesamaan 7/ar-nya.

Oleh karena itu maka banyak kalangan yang me-
nyuarakan untuk meninggalkan metode giyas melalui
proses talil al-abkim menuju metode magqishid al-
syariah yang bisa lebih fleksibel sehingga dapat lebih
menjawab persoalan kontemporer yang semakin

kompleks.

2 Al-Mawardi, Al-Héawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz XV,
h.117-118.
3 Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, h.117-118.

Magqashid al-Syari’ah sebagai Alternatif

Magqishid al-syari’ah menjadi salah satu tema dalam
ushul fikih yang saat ini mendapat perhatian besar dari
ulama dan pemikir kontemporer. Magdshid al-syariah
menjadi alternatif atas ketidakmampuan metode giyas
dengan proses ralil al-abkim dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan kontemporer.

Sebenarnya al-Syathibi bukanlah orang pertama yang
berbicara tentang magqdshid al-syari‘ah. Tercatat al-Hakim
al-Turmudzi (w. 320 H), al-Qaffal al-Syasyi (w. 365 H),
Imam al-Haramayn al-Juwayni (w. 478 H), Abti Himid
al-Ghazali (w. 505 H), Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H),
Sayf al-Din al-Amidi (w. 631 H), ‘Izz al-Din ibn ‘Abd
al-Salaim (w. 660 H), Syihab al-Din al-Qarrafi (w. 685
H), Najm al-Din al-Thifi (w. 716 H), Ibn Taymiyyah
(w. 728 H) dan lain-lain adalah tokoh-tokoh yang mem-
bincangkan magqdshid al-syariah dalam karya-karya
mereka dengan beberapa perbedaan dalam titik berat
pembahasan. Al-Raystini menulis bahwa munculnya
kajian maslahat atau maqdshid al-syariah dimulai sejak
masa al-Hakim al-Turmudzi. Ia telah menggunakan
istilah magqdshid sebagai judul bukunya a/-Shalit wa
Magéshiduhd yang menguraikan magqdshid dan rahasia
shalat. Ide ini kemudian dikembangkan oleh pakar-pakar
berikutnya seperti Ablt Manshiir al-Maturidi (w. 333 H),
al-Qaffal al-Syasyl (w. 365 H), Abti Bakr al-Abhari (w.
375 H) dan al-Biqillani (w. 403 H).*

Pada periode berikutnya Imim al-Haramayn ke-
mudian berupaya mensistematisasikan konsep ini
dengan membaginya menjadi tiga strata, yaitu: al-
dhaririyyit, al-hdjiyyat, dan al-tapsiniyyat. Kemudian
dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya, Abt
Hamid al-Ghazali dalam kitabnya, al-Mankhil min
1a'liq al-Ushil, Syifi’ al-Ghalil dan al-Mustashfa Min Tlm
al-Ushill yang membagi maqdshid al-syari‘ah dalam lima
kategori, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta. Hanya saja, kajian magdshid al-syari ah dalam
karya-karya tersebut berada di bawah pembahasan tema
usul fikih lain seperti maslahat mursalah atau istishlah.
Tema magqdishid al-syariah hanya menjadi bagian dari
tema usul fikih yang lain.

Magéshid al-syariah baru muncul sebagai sebuah
tema yang mandiri dengan munculnya al-Syéthibi yang
menuliskan tema tersebut dalam a/-Muwdifaqgitr. Ia men-
jadi peletak dasar teori magqdshid al-syariah sebagai-
mana al-Syafi' adalah peletak dasar ushul fikih dengan
teori qiyas dan 7//at. Al-Syathibi menjadikan maqdshid
al-syariah sebagai bahasan utama dalam karyanya,

“ Ahmad al-Raistini, Nazhariyyah al-Magéishid ‘ind al-Imim al-
Syathibi, , (t.t.p.: III'T, 1995), cet. IV, mulai h. 40.



bukan sekedar bahasan sekunder di bawah tema-tema
lain dalam ushul fikih. Hanya saja, sangat disayangkan
bahwa karya monumental ini terkubur dalam waktu
yang sangat lama karena baru dijadikan bahan kajian
dan dipelajari dengan lebih intensif pada tahun 1884 H.
Sejak saat itulah maqdshid al-syari'ah menjadi kajian yang
terus dikembangkan.

Di antara gagasan penting yang disampaikan oleh
al-Syathibi dalam a/-Muwdfaqit adalah menjadikan pe-
ngetahuan atas magdshid al-syariah sebagai salah satu
pra syarat sescorang laik melakukan ijtihad. Pengetahuan
atas maqdshid al-syariah tersebut dapat dilakukan dengan
melakukan penelitihan indukdif (iszigri) atas nas-nas syar’.
Dengan cara ini, al-Syéthibi menjadikan ayat-ayat dalam
Alquran sebagai sebuah kesatuan yang membawa pesan-
pesan yang universal. Ia menolak keras cara pemahaman
ayat-ayat Alquran dengan pendekatan atomistic karena
dapat menghilangkan pesan utama ayat-ayat Alquran
yang tersebar di seluruh bagiannya.

Gagasan  al-Syathibi dengan teori maqdshid-nya
kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh kontemporer,
diantaranya adalah Thahir ibn Asytr dan ATl al-Fasi.
Keduanya berasal dari Arab bagian barat, yakni Tunis
dan Maroko yang bermadzhab Maliki, madzhab yang
juga dianut oleh al-Syathibi. Thahir ibn Asytir seolah
menghidupkan kembali kajian atas maqdshid al-syariah
yang sudah lama terpendam.

Beberapa pemikiran yang diusung oleh Thahir ibn
Asytir juga termasuk baru dan semakin memberikan
warna pada pemikiran tentang magqdshid al-syariah. la,
misalnya, menambahkan tiga poin baru magdishid al-
syariah selain lima poin yang sudah disampaikan oleh al-
Ghazali, yakni al-musdwaih, al-tasamub dan al-hurriyyah.”

Selain menambahkan magéshid al-syariah dari lima
poin yang ada, para ulama kontemporer, termasuk
diantaranya Thahir ibn Asytr, juga menambah kategori
baru sebagai pembagian magqdshid al-syariah. Maqdshid
al-syariah dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu Zmmabh,
kbdishshah dan  juziyyah. Magéishid Gmmah adalah
makna yang ada dalam seluruh atau sebagian besar zasyri,
seperti toleransi (a/-tasdmup), mempermudah (a/-taysir),
keadilan dan kebebasan. Termasuk diantara magqdshid al-
syariah al-dmmah adalah segala persoalan pokok yang
menjadi tujuan syariat untuk kebaikan manusia di dunia
dan akhirat yang dikenal dengan al-dhariiriyyit al-khams,
yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

5 Muhammad Thahir ibn Asytr, Magashid al-Syariah al-Islimiyyah,
(Yordania: Dar al-Nafais, 2001), h.249.

¢ Jaser ‘Awdah, Figh al-Maqdshid Indthah al-Abkim al-Syar iyyah bi
Magashidiba, (Virginia: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2006),
h.15-17.
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Al-maqdshid ~ al-kbdshshah merupakan makna dan
kemaslahatan yang ada dalam sebuah hukum syariat yang
sifatnya khusus, seperti adanya tujuan tidak menyakiti
perempuan dalam masalah keluarga, disyariatkannya
hukuman dengan tujuan membuat jera, atau tujuan tidak
adanya penipuan dalam masalah hukum muamalah.
Sedangkan yang dimaksud dengan al-maqdshid al-juziyyah
adalah hikmah dan rahasia yang terkandung dalam sebuah
hukum yang sifatnya parsial seperti adanya keringanan
untuk tidak berpuasa bagi yang berat melakukannya
untuk tujuan menghilangkan kesulitan (raf” al-masyaqqah
wa al-haraj), atau untuk menumbuhkan sikap saling
berbagi antar umat Islam dalam hal larangan menyimpan
daging kurban.

Pembagian seperti ini pada dasarnya bermanfaat
untuk memetakan pelbagai manfaat dan tujuan di-
tetapkannya sebuah hukum sehingga dapat dibedakan
tingkat urgensi dan kepentingan antara satu manfaat
dan tujuan dengan tujuan dan manfaat yang lain
dan tidak terjadi tumpang tindih dalam menentukan
prioritas manfaat dan tujuan yang akan dicapai.

Magishid al-syariah, dengan pelbagai perkembangan
terbaru tersebut, pada saat ini dianggap sebagai sebuah
alternadif yang paling tepat dalam rangka melakukan
pembaruan ushul fikih dan juga menjadikan dinamika
fikih berjalan lebih baik dan fleksibel. Hanya saja, beberapa
kalangan merasa bahwa teori magéshid al-syariah sudah
banyak dipahami dan digunakan secara salah schingga
keluar dari apa yang ada dalam nas-nas syar7 dan terlepas
dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para penggagas
teori maqdshid al-syari ah yang oleh al-Qaradhawi misalnya
dikatakan sebagai al-muaththilah al-judiid.” Oleh karena
itu, diperlukan gagasan untuk tetap menjadikan proses
talil al-ahkim sebagai sarana untuk mengembangkan
ushul fikih dan juga menjaga fikih tetap dinamis tanpa
harus meninggalkan nas sama sekali. Diantaranya adalah
dengan memperbarui proses zalil al-abkim, tidak sekedar
membatasinya pada 7/at, akan tetapi mencoba untuk
menjadikan hikmah dan juga maslahat dan mafsadat
sebagai faktor penentu dalam proses za/il al-abkim.®

Ta’lil al-Ahkam dengan hikmah

Salah satu persoalan yang masih menjadi persoalan
dan perdebatan diantara para ulama akan tetapi laik
untuk dijadikan sebagai salah satu terobosan dalam

pengembangan ushul fikih adalah menjadikan hikmah
sebagai illat dalam proses qiyas (talil al-abkim bi al-

7 Lihat misalnya Yasuf al-Qaradhawi, Dirdsah fi Figh Maqéshid al-
Syari'ah, (Kairo: Dar al-Syuriiq, 2000), cet. L.

8 Lihat misalnya dalam Muhammad al-Raki (ed.), a~-Ljtibid al-Fighi,
Ayy Dawr wa Ayy Jadid, (Rabat: Universitas Muhammad V Rabat, 1996).
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bikmah). Proses talil al-abkim dengan hikmah memang
menimbulkan perdebatan diantara para tokoh. Al-Amidi
mengatakan bahwa ada tiga pendapat dalam hal ini,
yiatu: (1) Melarang dijadikannya hikmah sebagai %//at
apabila tidak ada batasannya yang jelas. (2) Sebagian
ulama Malikiyyah dan Hanabilah membolehkannya
secara mutlak, dan (3) Apabila 7//at bersifat jelas dan
terukur (zhdhir, munzhabith), sedangkan hikmah tidak
terukur (ghayr munzhabith) maka ta’lil harus dengan
illat, tidak dengan hikmah, sedangkan bila 7//at yang
tidak jelas dan terukur, sedangkan hikmah yang bersifat
jelas dan terukur, maka z47i/ adalah dengan hikmah.’

Jaser ‘Audah adalah salah satu tokoh modern yang
membedakan antara hikmah dengan illar (al-magshad
dalam bahasa ‘Audah). Hikmah adalah kemaslahatan yang
berakibat pada hukum dalam bentuk sekunder, sedangkan
illar adalah kemaslahatan yang ditentukan oleh pembuat
syariat atau diduga kuat oleh mujtahid merupakan tujuan
utama hukum secara asasi. Artinya, jika saja %/at itu tidak
ada, tentu hukum juga tidak akan pernah ada. Hikmah
bisa saja berbeda dengan %//ar atau merupakan bagian dari
illat atau bahkan sama dengan 7//az."°

Ada tiga alasan yang dipakai ‘Audah untuk menolak
hikmah sebagai /lat dalam hukum, yaitu al-khafi’
(samar, tidak jelas dan inderawi), al-inzhibath (terukur),

dan rakhalluf al-hukm ‘an al-hikmah."!

Walaupun sebagian besar ulama menolak menjadikan
hikmah sebagai %/lat dalam proses talil al-abkim, akan
tetapi ternyata para ulama yang menolaknya tetap men-
jadikan hikmah sebagai salah batasan dalam definisi 7//ar.
Misalnya adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibn
Badrén:

OS5, ablily oS gl &) ST L alal)
2. aped) 1S 3ag OF 4 abl] 3 olad
Dalam definisi lain, AbG Zahrah mengatakan:
s 35 @) L) alall Caogll a alad
Bl IS Y Y sT g ase
Definisi Ab(i Zahrah meninggalkan persoalan karena

0 Al-Amidi, Al-Thkam 2 Ushiil al-Abkédm, (Beirut: Dar al-Kitab al-
‘Arabi, 1404 H), Jilid III, h.224, al-Subki, A/-Ibhdj, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Tlmiyyah, 1404 H), Jilid ITI, h.140.

' Jaser ‘Awdah, Figh al-Magqdshid Inithab al-Abkim al-Syariyyah
bi Maqdshidiha, h.61.

" Jaser ‘Awdah, Figh al-Magéshid Inithah al-Abkim al-Syariyyah
bi Magqdshidiha, h.59-60.

2 Ibn Badran, Rawdhah al-Nazhir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990),
Jilid 11, h.229.

3 Muhammad Abt Zahrah, Ushil al-Figh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1980), h.237-238.

menjadikan hikmah sebagai bagian yang tidak harus
dicapai dalam proses /il al-abkim. Sebuah hukum akan
kehilangan ruh yang sebenarnya jika tidak menjadikan
hikmah sebagai salah satu bagian yang harus dicapai.

Diantara ulama yang membolehkan dengan hikmah
adalah Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Ia mengatakan:

OTsle ol g e Dl o &1 sy ey 0T AN
Lo G by flially (S pSS o
SVl g2 Lk g WS sgomy e 4l
adly O (3 1 OIS oy OLe VI el gl koY
e p 4y balid ol o mogs Ble o2
1%l fadl oV ST 38 degine Bla noge Ll
56 Jaill s5eaill o (sdl) ey Jpmill ST 30
S ST sy Bl 3 aall ol e ST

lal) ezl L 31T ST 555 Oy Ll STL, 354
MGl ) Clall el )l ame 0 83,51

Ungkapan Ibn al-Qayyim tersebut paling tidak
menggambarkan bahwa hikmah dan juga maslahat bisa
dijadikan sebagai alasan penetapan hukum, bukan sekedar
dengan 7/lat fikih yang sudah didefinisikan dengan sangat
terbatas oleh sebagian besar ulama ushul fikih.

Selain Ibn al-Qayyim, al-Rézi juga salah satu tokoh
yang membolehkan dijadikannya hikmah sebagai 7//az.
Ia mengatakan bahwa yang memiliki pengaruh terhadap
hukum (a/-muatstsir) pada hakikatnya adalah hikmah
dan bukan sifat (7//at). Sifat atau 7/lat dapat dijadikan
sebagai al-muatstsir karena adanya hikmah di dalamnya.
Bahkan selama hukum dapat disandarkan kepada
hikmah, maka hukum tidak boleh disandarkan pada
illat. Kebolehan za7il dengani/lat hanyalah jika tidak
mampu melakukan proses /il dengan hikmah.” Dan
yang dimaksud dengan hikmah oleh al-Rézi dalam hal
ini jalb al-naf” aw daf” al-madharrah, menarik manfaat
atau menolak kerusakan.'® Artinya, pada dasarnya al-
Razi menjadikan terwujudnya maslahat dan hilangnya
mudarat sebagai faktor utama dalam menentukan mana

yang memiliki pengaruh terhadap ada dan tidak adanya

" Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Miftdh Déir al-Sa'’ddah, (Beirut: Dar
al-Kutub al-Tlmiyyah, t.t.), Jilid II, h.22. Ibn al-Qayyim memberikan
contoh-contoh dari Alquran dan Sunah mengenai penggunaan hikmah
sebagai alasan penetapan hukum dalam karyanya yang lain I/im al-
Muwaqqi‘in, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, t.¢), Jilid I, h.270 dan
seterusnya.

5 Al-Razi, Al-Mapshil fi Tlm  al-Ushil, (Riyadh: Jamiah
Muhammad ibn S2’td, 1400 H), Jilid V, h.391 dan seterusnya.

16 Al-Razi, Al-Mabhshil fi Tm al-Ushil, h.397.



hukum. Dan hal itu dapat tercapai jika hikmahlah yang
pertama kali dijadikan faktor penentunya.

Diantara contoh yang dapat dikemukakan dalam hal ini
adalah adanya larangan dari Rasulullah Saw bagi seorang
hakim untuk memutuskan hukum dalam keadaan marah
karena ada sebuah hikmah yang terkandung di dalamnya,
yaitu tidak jernihnya pemikiran saat marah. Atas dasar
hikmah itu, hakim yang dalam keadaan sangat lapar dan
haus juga dilarang membuat keputusan hukum karena
adanya kesamaan hikmah. Anak kecil harus berada dalam
perwalian karena hikmah yang terkandung di dalamnya,
yaitu ketidakmampuannya dalam mengurus diri sendiri.
Orang gila dapat digiyaskan dalam masalah ini karena
alasan yang sama.'” Kasus-kasus lain yang serupa dapat
dijadikan sebagai contoh kemungkinan menjadikan
hikmah sebagai %//at dalam penetapan hukum.

Ta’lil al-Ahkam dengan Maslahat dan Mafsadat

Seluruh ulama sepakat bahwa disyariatkan hukum
syarak tidak lain adalah untuk mencapai maslahat dan
untuk menolak mafsadat. Maslahat secara terminologi
adalah sesuatu yang bermanfaat, baik dengan menarik
sesuatu atau menghasilkan sesuatu, seperti menghasilkan
manfaat dan kebahagiaan atau dengan cara menolak,
seperti menjauhkan dari kemudaratan dan penyakit.'®
Maslahat adalah sesuatu yang merujuk atau dikembali-
kan kepada tegaknya kehidupan manusia.'” Mencapai
kemaslahatan dan menolak mafsadat/kerusakan yang
merupakan makna yang dimaksudkan oleh Sydr;’ untuk
diwujudkan dalam mensyariatkan hukum itulah yang
kemudian disebut dengan magqdshid al-syariah.*

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, sebagaimana dalam
kutipan kata-katanya di atas, termasuk salah satu tokoh
yang menyerukan untuk menjadikan maslahat sebagai
bagian dari proses talil al-abkim.* Proses talil al-abkim
tidak harus dengan menjadikan //ar yang di-istinbith-kan
dari teks sebagai penentu ada dan tidak adanya hukum,
akan tetapi dengan melihat tujuan akhir penentuan 7/t
itu, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan hilangnya
kerusakan. Seruan ini pada dasarnya juga mendasari
pemikiran beberapa tokoh selanjutnya, termasuk al-
Syathibi dan Thahir ibn Asytr yang dikenal sebagai
tokoh utama dalam teori magqdshid al-syariah. Mereka

7 Ibn Qudamah, Rawdhah al-Nazhir, (Riyadh: Jamiah
Muhammad ibn Sa’td, 1399 H), h.377.

8 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman, Al-Mashilih al-Mursalah wa
Makéinatuha fi al-Tasyri’, (Beirut : Dar al-Kutub al-Jamf’, t.t.), h.12-13.

19 Al-Syathibi, Al-Muwdfaqait fi Abkim al-Syariah, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Tlmiyyah, t.t.), Jilid II, h. 29.

% Lihat dalam Abt Hamid al-Ghazali, al-Mustashfi min ‘llm al-
Ushiil, (Damaskus: Bayt al-Husayn, t.t.), h.251, Muhammad Thahir
ibn ‘Asyﬁr, Magqdshid al-Syari'ah al-Islimiyyah, h.180.

' Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Miftih Déir al-Sa'idab, Jilid 11, h.22.
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memasukkannya dalam proses untuk mengetahui
maqdshid al-syariah. Memasukkan maslahat dan mafsadat
sebagai bagian dari proses talil al-abkim, pada dasarnya
adalah untuk tetap menghasilkan fikih yang tidak terlepas
dari teks atau nas syzri di satu sisi, akan tetapi tidak
kehilangan elastisitasnya dalam mengikuti perkembangan
terbaru di sisi yang lain. Dan agar tidak terjadi kesalahan
dalam menentukan magdshid al-syariah, para ulama

kemudian memberikan cara untuk mengetahuinya.

Para ulama terdahulu membatasi cara mengetahui
maqdshid al-syari ah secara tekstual bahwa setiap nas yang
zhihir, setiap perintah dan larangan yang ada dalam teks
syari selalu mengandung magqdishid al-syariah. Setiap
perintah dipastikan ditujukan untuk membawa sebuah
kemaslahatan dan setiap larangan selalu ditujukan
untuk menolak kerusakan sehingga maqdshid al-syariah
selalu berada dalam lingkup pelaksanaan perintah dan
larangan secara tekstual. Pemahaman seperti inilah yang
kemudian dieksplorasi dengan lebih luas oleh al-Syathibi.
Identifikasi maqdshid al-syari‘ah secara kaku dan tekstual
belaka, dalam pandangan al-Syathibi, justru akan
menghilangkan tujuan utama ditetapkannya hukum
yang ada dalam teks itu sendiri. Sebaliknya, ia meyakini
bahwa magqdishid al-syariah tidak dapat dipahami dari
teks secara literer, akan tetapi didapatkan dari bagian
yang tidak disebutkan oleh teks atau di luar teks juga
akan membawa pada paham yang membatalkan dan
menganulir keberlakuan teks-teks syari. Oleh karena
itu, selain melalui pemahaman tekstual, pengetahuan
atas maqdshid al-syariah juga harus disertai dengan
pemahaman atas tujuan utama ditetapkannya hukum
yang ada dalam teks-teks lain. Untuk tujuan itulah, ia
mengajukan metode induktif (istigrd) yang menjadikan
teks-teks syar’i tidak berdiri sendiri, akan tetapi kumpulan
keseluruhan teks yang membawa kepada tujuan-tujuan
utama penetapan hukum.?? Adanya klasifikasi maqdshid
al-syariah dalam al-dbaririyyar. ~ al-bdjiyyér dan al-
tapsiniyydt, misalnya, tidak didapatkan melalui teks-
teks secara mandiri, akan tetapi merupakan kesimpulan

induktif dari pelbagai teks yang ada.

Thahir ibn Asytr mengatakan bahwa ada tiga cara
yang dapat digunakan untuk mengetahui maqdishid al-
syariah, yaitupertama, dengan melakukan istigrd’. Istigrd’
dilakukan dengan dua cara: (1) Dengan mengkaji dan
meneliti semua hukum yang diketahui 7/z#-nya. Dengan
meneliti /at, maqdshid al-syariah akan dapat diketahui
dengan lebih mudah. Misalnya adalah 7//az dari larangan

melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain

22 Al-Syathibl, Al-Muwifaqit fi Abkim al-Syariah, Jilid 11, h.391
dan seterusnya.

2 Muhammad Thahir ibn ‘Asyﬁr, Magqishid  al-Syari'ah  al-
Isldmiyyah, h.190 dan seterusnya.
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dan larangan menawar sesuatu yang ditawar orang lain
adalah keserakahan yang dapat menghalangi kepentingan
orang lain. Maqdshid al-syariah yang dapat dipetik dari
larangan tersebut adalah langgengnya persaudaraan antara
saudaranya yang seiman. (2) Meneliti dalil-dalil hukum
yang sama 7llat-nya sampai merasa yakin bahwa 7/at
tersebut adalah tujuan ditetapkannya hukum. Banyaknya
perintah untuk memerdekakan budak menunjukkan
bahwa salah satu magqdshid al-syariah adalah al-hurriyyah

atau kebebasan.

Kedua, dalil-dalil Alquran yang jelas dan tegas
dalélah-nya yang kemungkinan kecil mengartikannya
bukan pada makna zahirnya. Lafal kutiba ‘alaykum
al-shiyim dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 183, misalnya,
tidak bisa diartikan selain pada makna zahirnya, yakni
diwajibkannya puasa.

Ketiga, dalil-dalil Sunah yang mutawdtir, baik
mutawdtir maknawi (dihasilkan dari kesaksian sebagian
besar sahabat atas perbuatan Nabi) ataupun mutawatir
amali (dihasilkan dari kesaksian individual para sahabat

atas perbuatan Nabi yang dilakukan secara berulang).

Cara pertama untuk mengetahui maqdshid al-syari‘ah
yang disampaikan oleh Thahir ibn Asytr merupakan
bentuk pelibatan proses /il al-ahkim dalam menemukan
dan mengetahui magaishid al-syariah. Artinya, pada
dasarnya proses talil al-abkim tidak dihilangkan sama
sekali dalam metode magdshid al-syariah, bahkan menjadi
bagian yang penting dalam menyingkap dan menemukan
maqishid al-syariah. Hal inilah yang bisa dijadikan dasar
bahwa proses talil al-ahkéim saat ini bisa saja tetap digunakan
selama menjadikan maqdshid al-syariah sebagai tujuan
akhirnya. Selama tujuan akhir dari proses zalil al-abkim
adalah mewujudkan kemaslahatan atau menghilangkan
mafsadat dan kerusakan, maka proses tersebut sangat
laik untuk tetap dipertahankan. Hal inilah yang disebut
dengan talil al-abkim bi al-mashlahah. Proses talil al-
abkim dengan maslahat atau mafsadat mengharuskan
pengetahuan bahwa maslahat yang dikehendaki atau
mafsadat yang hendak dihindari, selain ada pada ash/ juga
harus ada pada far. Belum adanya batasan yang benar-
benar disepakati dalam hal ini menjadikan maslahat dan
mafsadat sebagai faktor utama dalam proses talil al-abkim
memang belum banyak dilakukan.

Penutup

Pembaruan atas hukum Islam meniscayakan adanya
pembaruan fikih dan ushul fikih yang menjadi metode
penetapan hukum Islam. Diantara persoalan ushul
fikih yang saat ini dapat dijadikan pintu masuk untuk
melakukan pembaruan adalah dengan melakukan
pemabaruan dalam proses talil al-abkim, yakni dengan

menjadikan hikmah dan maslahat sebagai penentu
ada dan tidak adanya hukum dalam sebuah masalah.
Jika selama ini %/lat menjadi satu-satunya penentu
bagi ada dan tidak adanya hukum yang terkadang
tidak mewujudkan adanya hikmah dan maslahat,
maka perlu dilakukan langkah lebih jauh lagi dengan
menjadikan ada dan tidak adanya hukum pada ada
dan tidak adanya hikmah dan maslahat. Jika selama
ini dikenal istilah “al-hukm yadir ma'a ‘illatih wujiidan
wa’ adaman’, maka saat ini perlu dilakukan pembaruan
dengan mengatakan “al-hukm yadiir ma'a hikmatih wa
mashlahatih wujiidan wa’ adaman’.[]
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